
Menimbang

Mengingat

'. a.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2OO9

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanahkan
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan
Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga lain
sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa atas kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran
tugas yang harus diwujudkan , jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah
kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, yang
berkaitan dengan urusan yang harus ditangani, maka perlu dibentuk
Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain, sebagai bagian dari Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain yang penetapannya dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 1103);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AO2 tentang Kepolisian Negara Republik
lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO2 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4252);
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5. Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286\;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OCH tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
438e);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AU tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomqr 48a4;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor M38);

1O.Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2006 tentang sistim Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20m Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4460);

11. Undang=Undang Nomor 24 Tahun 2AA7 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4726);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3373);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara
Repubrlik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a018);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan

. Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
tt Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4023);
15. Peraturan
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 40g5);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo1 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4124);

lS.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003, tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OO4, tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4428);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Os
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7, tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7

Nomor 89, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 42, Fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4829);

26. Peraturan
Asist$,..........'.'. ....'.,
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OOB Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4830);

2T.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2OOT tentang Badan Narkotika
Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran lndonesia
Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2OOB tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

,thd)

Dengan



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA LAIN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintah Daer:ah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Penrakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomidan tugas pembantuan
dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik
lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
lndonesia;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD;

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu;

Badan Narkotika Provinsi adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara, yang
selanjutnya disingkat BNPSU;

7. Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika
Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Lakhar;

8. Badan Fenanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Fenanggulangan Bencana
Daerah ProvinsiSumatera Utara, yang selanjutnya disingkat BPBDSU;

L Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sekretariat Badan
Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara;

10. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan
Koodinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

g disingkat Bakoorluh;
tTto? 11. Sekretariat

3.

4.

5.
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

o

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat BPPTSU;

Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Sekretariat Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;

Korps Pegawai Negeri Sipil Republik lndonesia adalah wadah untuk menghimpun
seluruh Pegawai Republik lndonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian
serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat
demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab
yang selanjutnya disingkat KORPRI;

Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretariat Korps Pegawai Negeri
Sipil Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setkorpri Provsu;

Komisi Penyiaran lndonesia Daerah adalah Komisi Penyiaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat KPIDSU;

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektip pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mentalatau prilaku.

Prekusor adalah bahan dasar untuk pembuatan narkoba baik bentuk cair maupun
bentuk Padat;

Bahan adiktif adalah bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup
menimbulkan kerja biologi yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan
ketergantungan (adiksi) yakni keinginan untuk mengunakan kembali secara terus-
menerus;

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penrunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan;

Agroforestry adalah Budidaya Tanaman Hutan.

Sekretariat Komisi Penyiaran lndonesia Daerah adalah Komisi Penyiaran lndonesia
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari
Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis
dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubemur, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

20.

24.

21.

22.

23.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Lembaga lain provinsi Sumatera
Utara, terdiri dari :

1. Pelaksana Harian Badan Narkotika ;

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi 
;

3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Provinsi;

4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu provinsi 
;

5. Sekretariat Komisi Penyiaran lndonesia Daerah provinsi;

6' Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik lndonesia

Provinsi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pelaksana Harian Badan Narkotika

Pasal 3

(1) Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah merupakan unsur staf dalam
pelayanan tugas Pemerintahan Daerah dibidang Narkotika yang dipimpin
oleh seorang Pelaksana Harian Badan Narkotika (LAKHAR) yang berada
dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Narkotika Provinsi;

(2) Pelaksana Harian Badan Narkotika mempunyai tugas membantu dan
memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Badan
Narkotika Provinsi dibidang pembinaan dan pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekusor
dan bahan adiktif;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas,
Pelaksana Harian Badan Narkotika, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan jaringan peredaran gelap
narkotika,psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui
satuan tugas dilingkungan Provinsi, sesuai kebijakan operasional
Badan Narkotika Nasional;

b. Pemberian
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Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemberantasan jaringan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif;

Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
pemberantasan jaringan peredaran gelap Narkotika, psikotropika,
prekusor dan bahan adiktif lainnya;

Pengoordinasian Perangkat Daerah dan lnstansi Pemerintah di
Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan
operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor
dan bahan adiktif;

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai
ketentuan standar dan norma-norma yang ditetapkan;

Pelaksanaan pelayanan administrasi lnternal dan eksternal;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Narkotika
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika, terdiri dari :

a. Pelaksana Harian;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pembinaan dan Pencegahan, terdiri dari .

1. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
2. Sub Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat;

d. Bidang Pemberantasan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi;
2. Sub Bidang Pengamanan dan Perawatan Barang Bukti;

e. Bidang

b.

d.
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e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Terapi;
2. Sub Bidang Rehabilitasi.

f. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :

1. Sub Bidang Lembaga Pemerintah;
2. Sub Bidang Lembaga Non Pemerintah.

g. Satuan Tugas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah
sebagaimana pada Lampiran l, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pelaksana Harian Badan
Narkotika, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan
Gubernur;

(4) Organisasi Badan Narkotika, Uraian tugas dan fungsinya akan ditetapkan
berdasarkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Badan Narkotika Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang diketuai
oleh Wakil Gubemur dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur;

(6) Anggota BNP adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
dan lnstansi terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Pasal 5

(1) BPBDSU adalah merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

l"/ro9
(2) BPBDSU
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(21 BPBDSU berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab
kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

(3) BPBDSU mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan
teknis administratif dan operasional kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap
darurat, prabencana, pascabencana restrukturisasi, penanggulangan
serta hubungan antar lembaga.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas,
BPBDSU, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan
bencana Daerah;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi lnternal dan eksternal;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Provinsi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Organisasi BPBDSU, terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan lnformasi.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi;
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

l, 
te'

t
d. Bidang
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d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana;
2. Sub Bidang Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Sub Bidang Hubungan Kerjasama.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

g. Satuan Tugas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BPBDSU adalah sebagaimana pada lampiran ll, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Unsur Pelaksana BPBDSU, akan
diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubemur.

(4) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan BPBDSU,
akan diatur berdasarkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) BPBDSU adalah Lembaga Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada
dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Provinsi

Pasal 7

(1) Sekretariat BAKOORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
adalah merupakan unsur Koordinator, dipimpin oleh seorang Kepala, berada
dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Ketua Badan
Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan Provinsi.

(2) Sekretariat BAKOORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai
tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta penyelenggaraan
penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

v r'/'q
(3) Untuk
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dimaksud pada ayat (2) diatas
Perikanan dan Kehutanan,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
Sekretariat BAKOORLUH Pertanian,
menyelenggarakan fungsi :

a. Fasilitasi koordinasi Penyuluhan lintas sektor;

b. Penyiapan penyusunan kebijakan Penyuluhan;

c. Penyusunan program penyuluhan Provinsi yang sejalan dengan kebijakan
dan Program Penyuluhan Nasional;

d. Pemberian pelayanan administrasi penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat
Provinsi;

e. Pelaksanaan penyuluhan;

f . Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;

h. Pengembangan Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk
mengembangkan agribisnis pertanian, bisnis perikanan dan agroforestry;

i. Fasilitasiforum masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan, sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Organisasi Sekretariat BAKOORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi, terdiri dari :

a. Sekretariat;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan lnformasi.

c. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan ;

d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;

e. Bidang

f"hry
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e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;

f . Bidang Kerjasama Penyuluhan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat BAKOORLUH Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi adalah sebagaimana pada lampiran lll, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat BAKOORLUH Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Gubernur;

(4) Organisasi BAKOORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi dan
Uraian Tugas serta Fungsinya, akan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;

(5) BAKOORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi adalah Lembaga
fungsional/Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara
ex - officio dijabat oleh Gubernur;

(6) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Ketua BAKOORLUH
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi.

Bagian Keempat
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi

Pasal I

(1) BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai
Kewenangan dibidang perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan
pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

(2) BPPTSU didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala,
yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan, yang berada
dibawah, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah,

(3) BPPTSU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara
terpadu dengan prinsip Koordinasi, lntegrasi, Sinkronisasi, Simplikasi,
Keamanan dan Kepastian.

(4) Untuk

. J' 
f '/'07

*
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(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) diatas, BPPTSU,
menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan penyusunan program Badan;

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;

Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perijinan;

Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur melalui
Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Organisasi BPPTSU, terdiri dari :

Sekretariat.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program,Pelaporan dan Dokumen.

Bidang Pelayanan Perijinan;

Bidang Pelayanan Non Perijinan;

Bidang Standarisasi dan Sosialisasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Standarisasi;
2. Sub Bidang Sosialisasi dan Kemitraaan;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengawasan;
2. Sub Bidang Pemantauan dan Monitoring.

a.

b.

c.

d.

e.

t.

a.

b.

d.

f.

g. Tim Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BPPTSU adalah sebagaimana pada lampiran lV,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas BPPTSU, akan diatur

Bagian

dan
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Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil

Republik lndonesia Provinsi

Pasal 11

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah merupakan bagian
dari Satuan Perangkat Daerah, yang secara teknis operasional
bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang
secara teknis administratif bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan
dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI
Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta pembinaan
terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI
Provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) diatas, Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental

dan rohani dilingkungan anggota KORPRI;

c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. Penyelenggaraan fasilitas Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi;

e. Pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi

dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 12

(1) Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, terdiri dari :

a. Sekretariat.

b. Bagian Umum dan Kerjasama, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
2. Sub Bagian Kerjasama.

c. Bagian

fl, fv'v

trWy,iryi;
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Bagian Keolahragaan, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari :

1. Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
2. Sub Bagian Mentalitas dan Rohani.

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari :

1. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
2. Sub Bagian Bantuan Sosial.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah
sebagaimana pada lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur;

(4) Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Lembaga
Fungsional/Non Struktural yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur.

Bagian Keenam
Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi

Pasal 13

(1) Sekretariat KPIDSU adalah unsur staf dan pelayanan Komisi Penyiaran
lndonesia Daerah Sumatera Utara yang merupakan bagian dari
Perangkat Daerah, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada
Komisi Penyiaran lndonesia Daerah dan secara administratif kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat KPIDSU mempunyai tugas menyelenggarakan dan
memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif
kepada Komisi Penyiaran lndonesia Daerah dalam menyelenggarakan
tugas dan kewenangannya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) pasal ini,
Sekretariat KPIDSU, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran
lndonesia Daerah;

b. Penyiapan

d.

! 1.,"",.i
f rrr.'!,

I Selia;';gsu
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b. Penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakankebijakan dibidang kerumahtanggl"nlr*r;, surat menyurat,pembinaan administrasi kepegawalan, keuangan, teremb"i""n,ketataraksanaan dan proout<-[roouk'nul-um serta pengeroraanperpustakaan;

c' Pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah dansel uruh keg iatan sekretariat Kom is i itenyiaran' indonesia o"er"n ;

d. Fasilitasi dan pembinaan perayanan Teknis Komisi penyiaran
lndonesia Daerah;

e' Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Komisi penyiaran lndonesiaDearah;

f. Fasilitasi kegiatan eksternal dengan lnstansi terkait, sesuai petunjuk
dan arahan KetuaAl/akil Ketua XpIOSU;

g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga KPIDSU dan dokumentasi,registrasi siaran, pengurusanl pengetoraan keuangan, kepegawaian,peralatan, ketatalaksanaan dan-penataan 
-t<etemoagaan- 

ieslaiketentuan dan standar yang ditetapkan;

h. Pengoordinasian 
.tug_as-tugas 

ppNs daram merakukan kegiatanPenyidikan Tindak pidani atas pelanggaran pedoman perilaku
Penyiaran (p3) dan standar program siar?n tsis), sesuai ketentuandan standar yang ditetapkan;

i' Pengoordinasian. peningkatan mutu dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan;

j. Pelaksanaan tu.ogs lain yang diberikan oleh Ketua dan wakil KetuaKPIDSU, sesuai dengan 
-OiOang 

tugas Oan tungsinya;

k. Pemberian masukan yang perru kepada Ketua KPTDSU meratuisekretaris Daerah, sesuai oengan bidang tugas Jan rungsinya;

l. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas peraksanaan tugas dan
lylg.ly" kepada Gubernui merarui sekreiaris Daerah dan Ketua
KPIDSU, sesuai standar yang ditetapkan

l, r%ry
Pasal 14

l(ro

fuD



18

Pasal 14

(1) Organisasi Sekretariat KPIDSU, terdiri dari :

a. Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

d. Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi;

e. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat KPIDSU adalah sebagaimana pada
lampiran Vl, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat KPIDSU, akan diatur
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

(4) Organisasi KPIDSU, adalah Lembaga lndependen dan Non Struktural,
uraian tugas dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Tiap-tiap pejabat Struktural pada Lembaga Lain ini, diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pelaksana Harian, Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi persyaratan dan untuk Pelaksana Harian Narkotika dapat
dikonsultasikan dengan lnstansi Kepolisian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan
BAPERJAKAT.

*{, 
fnt'os

(3) Kepala

Fi
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(3) Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Sekretariat diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan atas usul Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada
BAPERJAKAT,

(4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Lembaga Lain
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah,
yang memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional
Senior sebagai Ketua Kelompok dan atau Tim Kelompok Jabatan
Fungsional akan diatur penyesuaiannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JENJANG KEPANGKATAN JABATAN

Pasal 16

(1) Pelaksana Harian pada Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara untuk
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana Harian Badan
Narkotika, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Provinsi serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi
adalah Jabatan Struktural eselon ll.a.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural eselon ll.b.

(3) Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretariat KPID dan Sekretariat pada
Lembaga lain, adalah Jabatan Struktural eselon lll.a.

(4) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan
Struktural eselon lll.b.

(5) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Lembaga lain adalah
Jabatan Struktural eselon lV.a.

BAB VI

rh'f"/'ry
,sisl:;,
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Harian, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Bagian, Kepala sub Bidang dan Kepala sub Bagian pada
Sekretariat Lembaga Lain ini wajib menerapkan prinsip K6ordinasi,
lntegrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi baik lntern maupun'antar Satuan
Kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang
ditetapkan.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal
berhalangan melaksanakan tugas, masing-masing pejabat dapat
menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat
dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ying
berlaku.

Tata Kerja yang lebih rinci pada Satuan Kerja Lembaga lain, akan diatur
dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diundangkan dan berlakunya peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 1 Tahun 2aa7 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran lndonesia Daerah
Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

organisasi Sekretariat Lembaga lain provinsi sumatera Utara yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditinjau kembali dan
dilakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan Kebutuhan
Daerah, dengan adanya perkembangan urusan-urusan dari pemerintah
kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya setelah 2 (dua) tahun
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikannya
terhadap beban kerja, kebutuhan dan kondisi Daerah.

BAB VIII

p
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Bagan Organisasi Sekretariat Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran Vl dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pada Sekretariat Lembaga Lain Provinsi, dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban
kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
dan atau Keputusan Gubernur.

(4) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan
pada tanggal 2009

GUBERNUR TERA UTARA,

L I'ii,,2

k
' ' ,i''

I
UL ARIFIN

Medan
27 JuIj

j1:: ,'

i {i,:ili

2009

R. E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OO9 NOMOR 6
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Bagan Organisasi Sekretariat Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran vl dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pada Sekretariat Lembaga Lain Provinsi, dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban
kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
dan atau Keputusan Gubernur.

(4) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Medan
27 Ju]-i 20Og

GUBERNU

SUL ARIFIN -<.
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BAB VIII
KETENTUA,N PENUTUP

Pasal 19

(1) Bagan Organisasi Sekretariat Lembaga Lain Provinsi $umatera Utara
adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran Vl dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

t2) Pada Sekretariat Lembaga Lain Provinsi, dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban
kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
dan atau Keputusan Gubernur.

{4} Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal ?? ,iut:i, 2009

GUtsERNUR $UMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OO9 NOMOR .5.

Diundangkan di
pada tanggal



PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2OO9NOMOR

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah

dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri unsur staf yang membantu

penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur
pengawas, unsur perencanaan dan unsur teknis pelaksana serta unsur pendukung

tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang

bersifat spesifik diwadahi pada Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dan

atau Kantor.

Sesuai dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan

yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah diupayakan bahwa dalam lmplementasi Kelembagaan

setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan, maka dengan demikian dalam

setiap bidang urusan pemerintahan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Dalam mengatur dan mengurus serta melaksanakan urusan-urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya diperlukan suatu kelembagaan

Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk membawa

perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dalqm pelaksanaan Otonomi Daerah umumnya dan tugas pembantuan

khususnya, dengan perubahan dari sisi Kelembagaan Organisasi Perangkat

il

dimaksudkan tentunya pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan

ian serta pertanggungjawaban.

Dalam
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OA7 pasal 45 ayat (1)

mengamanahkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum

lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari

perangkat daerah.

Pembentukan Lembaga Lain dimaksud dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintahan atau Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Peraturan

Perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan, tetapi

merupakan sebagai kepentingan nasional dalam upaya pelayanan umum kepada

masyarakat.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelenggaraan urusan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah,

sebagaimana ditetapkannya kebijakan-kebijakan Nasional melalui Penetapan

Undang-undang, Peraturan Presiden, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain, yang

merupakan sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk Lembaga Badan

dan/ataupun Komisi, Dewan adalah merupakan Jabatan Non Struktural atau

Fungsional yang penetapannya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan demikian maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja tembaga

Lain Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : lstilalpistilah yang tercantum dalam Pasal ini adalah dimaksudkan agar

terdapat keserasian dan keterkaitan pengertian atas isi Peraturan

Daerah ini, sehingga dapat dihindarkan adanya kesalah pemahaman

penafsiran.

Cukup Jelas;

Cukup Jelas;

Cukup Jelas;

Cukup Jelas;

d'i

Pasal 2

Pasal,.3

v-ti,'

Pasal 6



Pasal 6 :CukupJelas;

Pasal 7 :CukupJelas;

Pasal I :CukupJelas;

Pasal 9 :CukupJelas;

Pasal 10 : Cukup Jelas;

Pasal 11 : Cukup Jelas;

Pasal 12 : Cukup Jelas;

Pasal 13 : Cukup Jelas;

Pasal 14 : Cukup Jelas;

Pasal 15 : Cukup Jelas;

Pasal 16 : Cukup Jelas;

Pasal 17 : Cukup Jelas;

Pasal 18 : Cukup Jelas;

Pasal 19 : Cukup Jelas;

Pasal 20 : Cukup Jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009,

NOMOR 11



RANCANGAN
BAGAN ORGANISASI PEI.AKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.
NoMoR : 6 Ju"tiTANGGAI

GUBERNUR TERA UTARA
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RANCANGAN
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.
NoMOR :6T'ahun2|$g
TANGGAL : -

27 Ju].i 2ao9

GUBERNUR SU UTARA

SUB BIDANG
REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI
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RANCANGAN
BAGAN ORGAN ISAS I SEKRETAR IAT

(OORDINASI PENYULUFIAN PERTANIAN, PERIIC
DAN KEHUTANAN PROVINSI SIIMATFRA IITAtrA

LAMPIRAN lll : PERATURAN DAERAH PRoVINSI
SUMATERA UTARA.

KOORDINASI PENYULUFIAN PERTANIAN, PERIKANAN
BADAN

NOMOR :
?AIIAAAI

SEKRETARIAT
BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAG
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PROGRAM DAN

INFORMASI

BIDANG
KETENAGAAN DAN

KELEMBAGAAN

BIDANG
PENYELENGGARMN

PENYULUHAN

BIDANG
PENGEMBANGAN

SDM PENYULUHAN

BIDANG
KERJASAMA

PENYULUHAN

KELOMPOK J ABATAN
FUNGSIONAL
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RANCANGAN
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT

BADAN PEI.AYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATFRA IITARA

[]::'-'' \ #

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.
NOMOR :

TANGGAI

KELOMPOK JABATAN
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GUBERNUR UTARA



RANCANGAN
BAGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS SEKRETARIAT
KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA

nrto?
GUBERNUR SU TERA UTARA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.
NOMOR :

TANGGAI

SEKRETARIAT

SUB BIDANG
USAHA DAN

KESEJAIiTERAAN
SUB BIDANG

OLAH RAGA SENI
DAN BUDAYA



RANCANGAN
BAGAN ORGAN ISASI SEKR ETAR IAT

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UIARA
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LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.
NOMOR
TANGGAL :

SUB BAGIAN
STANDARISASI DAN

KOMUNIKASI

KELOMPOK J ABATAN
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